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ABSTRAK

FAUSYAH ANWAR. Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum
Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman) (dibimbing oleh Hj.
Muliati dan Damirah).

Alokasi dana desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program
pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dengan .adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan
partisipatif berbasis masyarakat-akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat
langsung berpartisipasi. Penelitian ini- bertujuan untuk mengetahui mekanisme
pengelolaan program ADD dan mekanisme pengelolaan program ADD perspektif
hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini.menggunakan_jenis penelitian kualitatif dengan. menggunakan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari hasil dokumen-dokumen Desa, wawancara
dengan Pemerintah Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Kurma.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa: Pertama, proses pengelolaan ADD
yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban di
Desa Kurma telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pada proses
perencanaan Pada saat MusrenbangDesa program yang dilaksanakan selalu sama
setiap tahunnya, penggunan ADD lebih cenderung pada program yang akan
dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musrenbang tokoh
masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, dan yang
dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana
penggunaan ADD tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga
masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar
dari pemerintah. Kedua, Penggunaan Alokasi.Dana Desa dibidang pemberdayaan
masyarakat yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Muda
Karya” 'dalam perspektif<" Hukum Ekonomi lslam yang terdiri dari Riba, Gharar,
Maisir, 'Haramyrdan»Zalim: Pengelolaannyartelahssesuaindengan prinsip ekonomi
Islam.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Hukum Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Maisir,
Haram dan zalim.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat-hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur rusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat t, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional ya dan dihormati da Pemerintahan Negara

Kesatua

tahun 2 erdasarkan ketentuan i iberi tian sebagai
kesatua yang memiliki batas i berwenang
untuk us kepentingan masyare liakui dalam
i 2

Tahun 2014 g Desa yang
merupa i bentuk awa dirian Desa
angan Desa.
s meningkat

setiap Pengelolaan

'Tim Permata Press, Undang-Undang Desa & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Th 2014 Tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Permata Press), h. 2.

2 Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Oleh Agung Pratama

(http://talikatall.blogspot.co.id/2015/05/makalah-alokasi-dana-desa-berdasarkan.html) (02 februari
2018).

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE


http://talikata11.blogspot.co.id/2015/05/makalah-alokasi-dana-desa-berdasarkan.html

Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya
yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah.

Pembangunan Desa agar menjadi setara dengan pembangunan kota diperlukan
sebuah kerja keras dari berbagai unsur yang ada seperti unsur pemerintah daerah,
Desa dan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari pembangunan adalah untuk menjamin
sebuah kelangsungan pembangunan sehingga menjadikan taraf hidup masyarakat
desa semakin lebih baik. Islam menjawab persoalan pembangunan dan pemberdayaan

melalui Qs. Ar-Ra’du/13: 11.

)5 BPLPE

Terjemahnya:

Bagl manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merobah keadaan yang ada pada«diri mereka sendiri. dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.Bagi
tiap-tiap manusia ada beberapa Malaikat yang tetap menjaganya secara
bergiliran dan ada pula beberapa Malaikat yang mencatat amalan-amalannya.
dan yang dikehendaki_dalam ayat ini_ialah Malaikat yang menjaga secara
bergiliran itu, disebut Malaikat Hafazhah. Tuhanstidak akan merobah Keadaan
mereka, selama.merekatidak-merobah sebab-sebab.kemunduran mereka.?

Ayat di atas memberi sebuah peluang bahwa umat Islam dapat
memberdayakan dirinya melalui sebuah kerja keras. Kerja keras yang didukung oleh
pemerintah melalui berbagai programnya. Pemerintah selama ini menjalankan sebuah
program besar yang diharapkan menyentuh masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

Program dana desa menjadi senjata dalam pembangunan dan pemberdayaan desa

Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Percetakan Raja Fahd), h.199



diseluruh Indonesia. Dana Desa yang dimaksud adalah dana yang bersumber dari
APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa yang mencakup

pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat

adalah upaya meningkatkan kem an potensi yang dimiliki masyarakat

sehingga masyarakat dap arkat dan martabatnya secara
maksimal untuk ber mandiri baik di bidang

an keuangan

Desa v perimbangan
h yang diterima oleh i dana desa
(ADD) k membiayai progr int: desa dalam
erintahan, pembanguna masyarakat

untuk meningkatkan pen erintah desa

embangunan peberdayaan
ilikinya, u

perencanaa

*Widjaja Haw, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom (Jakarta: P.T raja Grafindo Persada,
2011), h. 165.

*Peraturan Buapati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, h. 3.
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masyarakat Desa dan untuk mendorong peningkatan swadaya gotong-royong
masyarakat Desa.’
Mengingat bahwa jumlah anggaran belanja pada ADD untuk setiap

program/kegiatan merupakan jumlah tertinggi yang dapat dipergunakan dan harus

dapat ditutup oleh pendapatan yang di akan akan diterima oleh pemerintah Desa.

Sebagaimana telah ¢ bahwa program/kegiatan yang

telah memperoleh alo jyaran harus dilak engan sebaik-baiknya dan

mencapai sasaran atau tujua : terpecahkannya masalah

erarti pula akan sema yang dapat
ada semakin besarnya ti j masyarakat.

kan besarnya angg j setiap

usulkan hendaknya dikaji akan tingkat

sehingga tida i anggaran.’
suai dengan

amanat )8, jika hal

72 ayat (6)°,

..... esa (Fokusmedia, 2015), h.
16.

"Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 56.

8 Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.

°Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana
perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya dislaurkan ke Desa.
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dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar
alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun
2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD.disalurkan dengan pertimbangan jumlah
penduduk, angka kemiskinan; luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.*°

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa di Kabupaten
Polman, Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses
penyaluran dan jumlah anggaran setiap Desa melalui Peraturan Bupati Polman
Nomor 3 Tahun 2014 tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Polman ini didasarkan
pada realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan
pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih kankrit dalam
pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Polman berharap dengan adanya
alokasi 'dana ke Desa, perencanaan-.. partisipatif berbasis masyarakat akan lebih
berkelanjutan, karena masyarakat.dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen
perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan observagiawal yang-penulis:lakukan, diperoleh informasi dari
masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa
Kurma Kecamatan Mapilli Kabupaten Polman masih terdapat banyak permasalahan,
baik di bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunan ADD lebih cenderung

pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat

19 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 273



Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya
sebatas untuk mendengar.
Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan

rencana penggunaan Alokasi Daneé (ADD) tidak diinformasikan kepada

masyarakat secara umum sahkan tidak tahu bahwa Desa

rtarik untuk

tempat tersebut deng an Program

tif Hukum Ekonomi Is kurma Kab.

diteliti dan

Desa Kurma

1.2.2 Desa Kurma

1.3 Tujuan Penelitian
Dalam pembahasan ini, tujuan yang ingin dicapai penelitian sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan program alokasi dana di Desa

Kurma Kabupaten Polman.
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1.3.2 Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan program alokasi dana Desa Kurma
Kabupaten Polman perspektif Hukum Ekonomi Islam.
1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Menganalisis pengelolaan pro Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kurma
Kabupaten Polma konomi Islam. Sehingga hasil
apkan mampu an sumbangan pemikiran
pribadi syarakat pada umumnya pada

1.4.1.2 slam dalam

, hamun tanpa menghil onomi Islam
dalam Islam.
142

1421
diharapkan
omi syariah.
itian sejenis

endalam.

arapkan dapat
menambah wawasan berkenaan'dengan pemahaman hukum ekonomi Islam
yang sedang berkembang dan menampilkan pemahaman yang multi
interprestasi sehingga membudayakan sikap terbuka diantara masyarakat itu

sendiri.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjuan Penelitian Terdahulu

yang temukan, diantaranya:

2.1.1

Karya ilmiah dengan tema Alokasi Dana Desa (ADD) ada beberapa penulis

Nova Sulastri d ri tahun 2016 dengan judul
skripsi  “Ef Desa (ADD) dalam

________ a menunjukka Efektifitas

nan fisik Di

amatan Watopute Kab a na ada tiga
aan, pelaksanaan dan p
pan perencanaan, dilihat

si Dana Desa masih kura ana dalam

masyarakat jat  rendah,

i rmasi yang paikan oleh

da masyarakat. Ta pelaksanaan

' AN anggaran

dikarenakan

kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan

oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Lakapodo masih

kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan

Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan
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2.1.2

pertanggungjawaban tidak disususn oleh pemerintah Desa Lakapodo serta
tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyakat
Desa Lakapodo. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip

pengelolaan dan tujuan Alok a Desa yang mengutamakan transparansi

informasi kepada evaluasi dari setiap kegiatan

pembangunan akukan. Sedangk faktor penghambat adalah

pengelolaan,informasi,
elitian yang

tas meneliti

dan faktor-faktor efektivitas
dana desa dalam pem a sedangkan
liti tentang mekanism dana desa
konomi Islam.
auliddin dari Aceh tahun

engan judul s

kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan

desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar Meunasah.

“Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan

Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute kabupaten Muna” (Skripsi Sarjana; Jurusan
llmu Ekonomi: Kendari, 2012), h. ix.
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2.1.3

10

Kedua, pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa
(ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan
pengawasan semua pihak termaksud masyarakat. Mengawasi bersama

pembangunan infrasruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di

awal.*?Adapun perbedaan p ng dilakukan penulis dengan penelitian

diatas, yaitu peneliti ng efektivitas dan perbedaan
uktur yang dibangun dari

liti tentang mekanisme

an judul skripsi [ransparansi

Dana Desa (Studi P 0 dan Desa

an Winongan Kabupat

pengamatan

gelolaan keuangan Desa engunakan

sesuai deng 2014 baik

Raperdes ten

RAB), perny

ke Desa sudah. Semantara secara teknis penatausahaan Desa Sumberejo dari

sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban

2 Arif Mauliddin, “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee

Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie” (Skripsi Sarjana; Jurusan: Pengambanga Masyarakat
Islam, Makassar, 2017), h. 49.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



11

bendahara telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Maka Desa
Sumberejo dalam proses penatausahaan dikatakan accountable. Sedangkan
untuk Desa Kandung menunjukkan Hasil pengamatan penatausahaan

pengelolaan keuangan Desa Kandung, untuk format Raperdes tentang

APBDes, proposal kegiatan, F ngan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan
pertanggungjawaban m, buku bak, buku pembantu
pajak, buku APBDes, laporan
S, laporan kekayaan milik

sudah sesuai

pelaksanaan

dagri 113 tahun 2014. seharusnya

13 tahun 2014 dilakuk )esa ternyata

laku Bendahara melainkan o ingga disini
m an bahwa penatausah tidak

able.”® Adap yang dilaku ulis dengan

an diatas, ya as '/meneliti tentang abilitas dan

ansi pengelo

mekanisvp Agn E’P‘RHE perspeki

edangkan pe an meneliti

m Ekonomi

Dari pemaparan ketiga panelitian di atas, terdapat beberapa persamaan materi
yang akan dibahas dalam penelitian ini. Termasuk mengenai objek yang dibahas

dalam penelitian tersebut yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi penelitian

3 Arista Widiyanti, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi
Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupatem Pasuruan)” (Skripsi
Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang 2017), h. xvi.
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yang lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu karena belum ada yang membahas
secara khusus mengenai pengelolaan alokasi dana desa perspektif hukum ekonomi
Islam. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan judul Pengelolaan

Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma

Kab. Polman).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Pengela

mendefinisikan Peng
atu yang terkait den i an. Dalam
rsebut, terdapat tiga fak

nya gunaan sumber daya organisasi,

yrganisasian,

garahan dan tasian, hingga dalian dan

gawasan PAREPARE

2.2.1.1.

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam

sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus

Y“Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: Kencana Perdana
Media Goup, 2009), h. 6.
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menerus dan tanggung jawab tersebut secara kolektif sering disebut sebagai fungsi

manajemen.

Manajemen dalam organisasi pada dasarnya dimaksudkan sebagai suatu

proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan melalui pelaksanaan empat fungsi

dasar: planning, organizing, actuati ntroling dalam penggunaan sumber dan

daya organisasi, manajemnr I sumber daya manusia dan
material ke arah terc juan. arti manajemen dibawah
kutipan pendapatsbeberapasah i

yang terdiri

dari tinc engorganisasi yengendalian

yang d nentukan serta menca yang telah
tan sumber daya manus r lainnya.™
finisikan Manajemen a Derencanaan,

arahan, pengkoordinasian dan gaws mber daya

n,

am, terutama ntuk mencap:s n yang telah

maparan diatas da esimpulan bahwa 2men adalah

ilmu da ang menMneEvﬁkﬂEan sumbe

anusia dan
suatu  tujuan

tertentu.

®Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Cet. VI, Jakarta:Bumi
Aksara, 2007), h. 2-3.

®Agus Sabardi, Manajemen Pengantar Edisi Revisi (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2001), h.
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2.2.1.2 Fungsi-fungsi Manajemen
Menurut G. Terry fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yaitu sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah prose entuan tujuan dan pedoman pelaksanaan

dengan memilih yang terbai

enang yang secara rel S epada setiap
n aktivitas-aktivitas ter

2.2.1.2. ating)

alah mengarahkan semua ba , aga

dan bek ktif untuk m
2.2.1.2. gendalian (C
gendalian ad berbagai f

ar sesuai PkEE[P kmEna

)ekerja sama

Jalam suatu

untut untuk
mampu melaksanakan berbagai kegia yang menjadi tanggung jawabnya, tak
terkecuali dalam hal peneglolaan ADD. Mengingat dalam Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, maka konsentrasi yang penuh

YMalayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah (Jakarta:Bumi Aksara,
2007), h. 40-41.
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dalam pengelolaannya perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, pengelola dalam tubuh
organisasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam upaya mewujudkan semua

hal agar menjadi lebih baik.

2.2.2 Alokasi Dana Desa

2.2.2.1 Pengertian Alokasi Dana De

Alokasi Dana De ah bagian keuangan Desa yang
diperoleh dari bagi a perimbangan Keuangan
dari bagian
aten setelah
hadap belanja pegawa epada Desa
sebesar ) atau sesuai kemampua
2.2.2.2 Desa
2.2.2.2. i . elaksanakan

masyarakat

perencanaan,
patif sesuai

potensi desa.

®peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Pasal 1, h. 3.

Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Pasal 25, h. 15.
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2.2.2.2.3 Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha
bagi masyarakat desa.
2.2.2.2.4 Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat desa.”’

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Untuk mencapai maksud juan diatas, pengelolaan ADD perlu
memperhatikan beberapa pri
i pengelolaan APBDesa,

2.2.2.3.2 Seluruh

arus dapat dipertanggu

ecara hukum,

2.2.2.3.

ra ekonomis, efektif, efi

2224

gan Desa/Alokasi Dana De

ruhan kegia

ran, pertangg

pertama-tama diambil dalam usaha 'pencapaian tujuan. Artinya, perencanaan

2%Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 16.
2!Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 62-63.

%?peraturan Buapati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Pasal 1, h. 3.
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merupakan usaha konkretisasi langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasar-
dasarnya diletakkan dalam strategi organisasi.”®
Dalam merencanakan besarnya anggaran belanja untuk setiap

program/kegiatan yang diusulkan, hendaknya dikaji secara mendalam akan tingkat

kewajarannya, sehingga tidak berle yang akan berakibat pada pemborosan

anggaran, demikian pula pai terjadi adanya kekurangan

anggaran sehingga p egiatan tidak da esaikan. Dalam mengkaji

egiatan dapat dilakukan

diperhitungkan secar

alokasi p program/kegiatan ben

wajar.

2.2.2.4.

emiliki arti [

akan diusulkan,

yaluran, MR&EM RJE mempert

%Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Menejerial Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.
35.

%*Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 56-57.

>Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 59.
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2.2.2.4.3 Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)
Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu
perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan

keuangan adalah: Neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas,

laporan perubahan posisi keuangan.

Adapun bentuk | alam APBDesa yang dibiayai

dari ADD adalah seb

2.2.2.4. junaan dana
............. 3 uat laporan
ADD,
2.2.2.4. rkembangan
n penyerapan dana, : adapi dan
yelesaian akhir penggun

2.2.2.4. L i i uat Bab |

2.2.2.4. i kan melalui

2.2.2.4.3.5 Tim Pendamping Tingkat "Kecamatan membuat laporan/rekapan dari

seluruh laporan tingkat desa di wilayah yang bersangkutan dan

%6 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 105.
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melaporkannya kepada Bupati/walikota cq Tim Fasilitas Tingkat
Kabupaten/Kota,
2.2.2.4.3.6 Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendamping dibebankan

pada APBD diluar ADD.?’

2.2.2.4.4 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawab A satu  kesatuan  dari

pertanggungjawaban g APBDesa akan bagian dari Laporan

Hukum Ekonomi Isla
ekonomi Islam
nomi Islam sebagai aturan tetap ra’, terdapat
p-prinsip, yai

Sip Pertama

m prinsip pe

boleh d n selama MHEMﬂEnkannya rkan kaidah

semua ben amalah yaitu

*’Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 65-66.
%Chabib soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 21.

2Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 65.
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Artinya:
Hukum asal semua bentuk muamalah adalah kebolehan dilakukan kecuali ada
dalil yang mengharamkannya.*

Kaidah muamalah ini mengandung arti hukum aktivitas ekonomi pada
awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum

ditemukan nash Al-Qur’an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamanya. Ketika

ditemukan sebuah nash yan m, maka pada saat itu pula akad
muamalah tersebut menj . Prinsip Hukum Ekonomi

Syari’ah ini seben an umum yang termuat

ak manapun. Bila ada as ekonomi
(ikrah), maka aktivit i enjadi  batal

muamalah ini didasarka rtuan dalam

akan harta
agaan yang

%A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Praktis, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h.52

' A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Praktis, h. 52.

%2Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya (Percetakan Raja Fahd), h. 122
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Ayat di atas menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada
transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi
muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan

sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan,

memanfaatkan, menggunakan, (da bentuk transaksi lainnya) harta orang lain

dengan jalan yang batil, arkan oleh syari’at. Kita boleh
melakukan transaksi te
saling ridha, saling i
baik m

aha Kasih

sip etiga adalah mendata

kehi n manusia. Hal ini berdasarkan ah f

asiyah) berik
alladl cla (JEREAFN
keburukan (mafsada diutamakan daripad ih kebaikan

33
" PAREPARE

hendaknya
in, aktivitas
ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari’at Islam

(magashid al-syari’ah), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata

% A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah Praktis, h. 29.
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aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka
pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan bahkan harus dilaksanakan. Namun
bila sebaliknya, mendatang mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

Prinsip Kketiga ini secara umum didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-

Anbiyaa/21: 107.

Terjemahnya:

“Dan tiadalah'l
se

Najetullah siddiqi i Abdulahanaa
ekonomi Islam, yaitu:
2.2.2.1. i i jikan

2.2.2.1. ip ti nti ngan semata-mata
2.2.2.1.
2.2.2.1.
2.2.2.1.
2.2.2.1.
2.2.2.1.4.7 Prinsip kerelaan®®

**Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya , h. 508.

*|ka Yunia Fauzia dan abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Magasid
al-Syari’ah (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84.

% Abdulahanaa, Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) (Yogyakarta:
TrustMedia, 2014), h. 38.
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2.2.2.1.5 Prinsip-prinsip ekonomi yang dilarang syariah
Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syari’ah, antara lain adalah kegiatan
yang tidak mengandung unsur®’ riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Adapun

penjelasannya sebagai berikut:

2.2.2.1.5.1 Riba
Riba merupakan atas adanya suatu utang piutang
antara dua pihak ata ada saat awal dimulainya

riba adalah ziyadah, yaitu te diminta atas

gan harapan
a yang telah
sisi Allah.
ujuan untuk

balasan si

LLuhur Prasetiyo, Subroto, dan Munawir, Undang-undang Perbankan Syariah: Membaca
Makna dan Posisinya bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (STAIN Press Ponorogo,
2010), h. 43

%8|smail, Perbankan syariah (Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.

%Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, h. 647.
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Hal tersebut disampaikan dalam ayat ini dengan maksud bahwa semua harta
yang dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah dan diniatkan untuk mendekatkan diri
kepada Allah akan dilipatgandakan pahala dan balasannya. Allah, sebagai Maha

Pemberi Rizki, tidak menambahkan keridhaannya kepada harta riba walaupun secara

nominal ada kemungkinan lebih ban ndapatkan tambahan, namun karena tidak

diridhai Allah harta terseb ah cukup bagi para pemakan riba
tersebut. Terkadang a harta buka dakan ukuran kekayaan

a_bisa jadi menandakan
harta yang
orang lain

untuk mencukupi kebu : juga dengan

an Allah atas segala ri ersebut tidak

nurut bahasa, I-khida “pe , yaitu suatu
didalamnya ada unsur kerelaa ar dari segi

ipuan dan tidak m arang yang diperju an dan tidak

figaha yang maknanya hampir sama. A

2.2.2.15.2.1 Asy-Syarkasi dari Mahzab Hanafi berpendapat, al-gharar ma yakun
Masnur al-agibah “sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.

2.2.2.1.5.2.2 Al-Qarafi dari Mahzab Maliki berpendapat, ashlu al-gharar huwa al-

ladzi la yudra hal tahsul am laka ath-thair fi/ al hawa’ wa as-samak fi
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al-ma “sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau
tidak, seperti burung di udara dan ikan di air”.
2.2.2.1.5.2.3 Asy-Syirazi dari Mahzab Syafi’l berpendapat, al-gharar ma intawa

‘anhamruh wa khafiy alaih ‘agibatuh “sesuatu yang urusannya tidak

diketahui dan terse
Larangan gharar m arena objek akadnya tidak pasti
diterima pembeli ata penjual sehingga tujuan
pelaku akad untuk an transaksi menjadi capai. Padahal pembeli

jinan, begitu

isi ini merugikan salah ku akad dan
n perselisihan dan perm
transaksi dalam Isla pada prinsip

ah pihak (sama-sama rid mempunyai

ga tidak ada yang merasa

ne party.

* Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem
Operasional (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 46.

“Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah
Analisis Fikih & Ekonomi (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 79-80.
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2.2.2.1.5.3 Maisir
Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh
sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa

bekerja biasa juga disebut berjudi.

Prinsip berjudi ialah ter paik itu terlibat secara mendalam maupun

hanya berperan sedikit saj sama sekali, lalu mengharapkan
keuntugan semata (mi nping sebagai orang-orang
yang terlihat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa semestinya tidak kita

tongan dan

inya adanya salah satu amun di lain

erugian. Hal ini tamp egangpolis

u membatalkan kontr. a reversing

iga (untuk produk tertentu),

a kembali u an kecuali s
alam Firman idah/5: 90.

s RN L

gkutan tidak

kecil saja.

Terjema

Hai orang-orang yang beriman,

sesungguhnya (memlnum} khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundl nasib dengan panah!

434 adalah Termasuk

* Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem
Operasional, h. 49.
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perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.*®

Ayat diatas menerangka bahwa meminum khamar, berjudi, berhala dan
mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan Allah

memerintahkan Kkita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam kaitannya

dengan judul peneliti berkaitan eh harta dengan cara berjudi dimana

dalam pengelolaan usa kukan spekulasi, taruhanan

esar Baha esia yaitu te (oleh agama

ara-perkara ilarang oleh

dan yang

*3Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, h. 176.

** Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat. h. 482.
* Fikar0760.blogspot.co.id/2014/12/makalah-halal-haram-dan-syubhat.html?m=1 27
Februari 2018)
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~ w

S S N TR LI R T R i F RN S R

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan
keduanya (sebagai) pembala
siksaan dari Allah. dan

mpuan yang mencuri, potonglah tangan
i-apa yang mereka kerjakan dan sebagali
agi Maha Bijaksana.*

Telah dijelaska mengenai seseorang yang
n melakukan ancaman

Ayat ini juga

masyarakat,

gsiapa yang
s dipotong.
Balasa i i iman Allah.
Karena yang berat

semaca

2.2.2.1.5.5 Zalim
Zalim mempunyai arti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam

menganiaya, bertindak sewenangwenang, dan tidak adil.*’Secara terminologis, zalim

**Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, h. 165.

*"Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Empat (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1569.
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yaitu transaksi yanag menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Hal ini terdapat

dalam Q. S. Ar-Rahman/55: 9.
- _ 220 g ?’1 // . "91 9/": 2 ”f/
(2 Oledl gt NG L2l 55500 93l

Terjemahnya:

“Dan tegakkanlah timbangan i

gakk n adil dan janganlah kamu mengurangi
neraca itu.”

Ayat diatas rintahkan manusia untuk

menegakkan timba i j urang. Ini menunjukkan

bahwa | perbuatan
manusié
2.3 Ti

kesalahpahaman dalam i rtian, maka

peneliti ri san dari beberapa kata agar mudah
diapaha

2.3.1 r daya yang

suatu pere suatu kerja

49 Pengelola i i sumber daya

Polman dan

diri.
2.3.2 A atas k an dart beberapa harapan

atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu

sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang

“®Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, h. 885.
“http://bapatah.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-pengelolaan.html?m=1 ( 02 februari 2018).
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berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling
bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara
bersamaan atau berurutan.>®

2.3.3 Alokasi Dana Desa yang disingkat ADD adalah bagian keuangan Desa yang

diperoleh dari bagi hasil paj erah dan bagian dari dana perimbangan

Keuangan Pusat da Kabupaten.>

2.3.4 Hukum Ekono

paya untuk

nalisis, dan akhirnya rmasalahan-

i dengan cara-cara yan

konomi Islam merupak engatur akan

erkaitan dengan sistem ek

dan ijtihad pmlﬂ

PAREPARE

al-Qur’an,

®Muhaimin, Suti’ah, dan Sugeng Listy
2009), h. 349.

*'peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2014 Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa Pasal 1.

Prabowo, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana,

2H. Abdul Manna, Hukum Ekonomi Syari’ah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2015), h. 6.

>pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 17.
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2.4 Kerangka fikir
Dalam sub bahasan ini, penulis menggambarkan kerang pikir tentang

Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Kurma Kabupaten Polman.

A

Desa Kurma Kabupaten
Polman

Pengelolaan Alokasi Dana Desa

m3
y il

Perencanaan Pengorganisasia Pelaporan Pertanggungjawaban

[ Hukum Ekonomi Islam

Sesuai Tidak sesuai

PAREPARE
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BAB 11
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman

Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare,

tanpa mengabaikan buku-buku m i lainnya. Metodologi penelitian dalam

buku tersebut, mencakup is penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, fokus p yang digunakan, teknik

analisis data.>*

akan peneliti i itia itatif adalah
yang bertujuan untuk man tentang
rfikir induktif. Melalui eneliti dapat

apa yang mereka alam ehid hari-hari.

3.2 Lok elitian dan neliti
3.2.1 Penelitian n
dengan judul pe , maka lokasi p

di DesaMMvB*RJE Kabupa

n ini akan

Iman  yang

*Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah (Makalah dan Skripsi) Edisi Revisi
(Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30

%% Basrowi dan Suwandi, Mamahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 2.

32
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3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan

lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfoku ram Alokasi Dana Desa di Desa

Kurma Kabupaten Pol
3.4 Jenis dan Sum

341

dalah kualitatif artinya k kata-kata,

bukan a. Data kualitatif dip ( cam teknik
pengu wawancara, analisis d i fokus, atau

observa an dalam catatan lapan i uk lain data

kualitat r yang diperoleh melalui otretan atau re video.
3.4.2 data i ﬂ
3421 data primer

imer adalnA RElBA RJE dari ora sumber asli
dalam f an dengan

memperhatikan siapa sumber utama g akan dijadikan objek penelitian.*® Dalam

penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil

**Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008), h.103.
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Interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Sumber data

primer dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat dan aparatur Desa Kurma.
3.4.2.2 Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-

buku yang berhubungan den itian, hasil penelitian dalam bentuk

laporan, jurnal, skripsi ndang-undangan, dan lain-

lain.>” Dalam peneli under adalah Al-Quran,

Hadist, hasil-hasil
peneliti
3.5 Tek
n data yang digunakan (penelitian
lapanga e pengumpulan data di milih lokasi
Desa K apilli Kabupaten Polman. lapangan ini
penulis
351
ngumpulkan
beberap Imiah yang
berhub eneliti akan

mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai

dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

%zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.
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3.5.2 Teknik Field Research

Teknik Field Research dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung
kelapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang

berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk

memperoleh data di lapangan y gan data yang bersifat teknis, yaitu

sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi

Pencatatan
dengan pengertian
yang la i adalah cara menganal pencatatan
secara i tingkah laku dengan mati secara
langsun n agar peneliti memp uas tentang

cara atau In" buah proses mem keterangan
untuk t penelitian dengan jawab sambil be uka antara
pewawsa dengan ren)ArnaEnﬁﬂﬁwancarai atau tanpa

wa di setiap
penggunaan metode ini selalu ada “beberapa pewawancara, responden, materi
wawancara dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti ada). Dalam

penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

%8 Bungin, Peneliti Kualitatif: Komunikasi Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya
(Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2010), h. 108.
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3.5.2.3 Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan peneliti

akan mendokumentasi dengan gambar-gambar pada peristiwa tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data scription) dan penyusunan
transkrip serta mat nya agar peneliti dapat
menye nyajikannya
kepada : : didapatkan
dilapan \nali : sifat khusus
atau be i i i omena dan
mengg 3Si isti data yang

berindi

3.6.1

emilih hal-

, kemudian

% Sudarman Damin, Menjadi Peneliti Kulitatif: ancangan Metodologi, Presentasi, dan
Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu sosial,
Pendidikan, dan humaniora (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

80gaifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. IIs; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000), h. 40.
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3.6.2 Penyajian data (data display)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusuan dalam pola hubungan, uraian
naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi

kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan

dianalisis secara deskriptif kualitati maparkan pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Kur
3.6.3 Penarikan K

kesimpulan

fakta-fakta

yang te pat menggunakan kasi : 2nghasilakan
impulan-kesimpulan aka i longgar dan

tetap te pulan sudah disediaka elum  jelas,
I. Kesimpulan-kesimg kasi selama

PAREPARE

'H.B Sutopo, Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Surakarta: UNS Press,
2002), h. 91-93.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Kurma

Desa Kurma tebentuk pa ingkatan dari Kurra Mapilli (Kurma).

Desa Kurma terletak di Polman (Polewali Mandar)
Provinsi Sulawesi 79 BT/BB dan koordiat

lintang =3:134385211S etinggiar 5.6 rnah dijabat

(Pejabat)
(Pejabat)
(2006-2011)
(2011-2016)

6-sekaran

1 Paredeang 4
2 Kurma 4
3 Bodang-bodang 2

38
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4 Manye-manye 2

5 Kurra 2

6 Lamungan

Sumber: Profil Desa Kurma Tahu

4.1.2 Jumlah Pendu ta Pencahari

mna sekitar3:812ji ilihat dari table

nis Kelamin

o kurma Tarldons . [ [ (L 12

Sumber:

bertani dan
berkebun karena dapat dilihat pada table 3 bahwa lahan persawahan dan lahan

perkebunan yang mendominasi lahan Desa Kurma.
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4.1.3 Luas dan Batas Desa Kurma

Luas wilayah Desa Kurma yaitu 1.027 Ha yang dapat dilihat dari table

dibawah ini:

Tabel 3.1 Luas wilayah Desa

Luas (Ha)

No Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan

1 | Utara Beroangin Mapilli

2 | Selatan Bonne-bonne Mapilli
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3 | Timur Bakka-bakka Wonomulyo

4 | Barat Mambu, Puccadi Luyo

Sumber: Daftar Isian Potensi Desa Kurma “PROFIL” Tahun 2015
4.1.4 Struktur Organisasi Desa

Gambar 1.1 Struktur organisasi Desa Kurma
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Keterangan:

1. Kepala Desa . Jais, S.Sos

2. Sekertaris Desa : Mardawati, S.Ip
3. KA. Urusan Administrasi > Yunita

4. KA. Urusan Keuangan urmiah

5. KA. Urusan Umum

6. KA. Seksi Pemeri

7. KA.

8. KA.

9. KA. : Mu’di

: Rusta
: Hamz
: Edi
: Baharuddi

10. KA in
a
*Jambore

aRT I PAREP&RE

11. KA. Kappung Bodang-bodang ‘Tamrin

o Ketua RT I : Bahar
e KetuaRTII : Salama
12. KA. Kappung Manye-manye : Mansur Tanawali

e Ketua RT I > Yakub
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o KetuaRT I : Mustamin
13. KA. Kappung Kurra : Sukur

o KetuaRT I - Jubar

o Ketua RT Il . Anwar

14. KA. Kappung Lamungan : Saharuddin

e KetuaRT I
e KetuaRT I

urma sebagai Desa perc
4152
4.1.5.2.
4.1.5.2.
4.15.2. i mi rakyat

4.15.2.

4.15.2. kemasyaRA R E PA R E

Visi tersebut, yaitu:
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4.1.5.2.1 Pembangunan Fisik

4.1.5.2.1.1 Melaksanakan pembanguna Imprastruktur yaitu, jalan desa dan jalan tani
seperti: pengerasan jalan, rabat beton dan pengaspalan sesuai dengan kondisi yang

ada.

4.1.5.2.1.2 Malaksanakan pem engairan dan pembuangan air bagi

petani.

4.15.2.1.3 Diusah an fisik Desa Kurma

bupaten dan

fisik

pembanguna yang Rancangan
Pemba ngah Desa (RPJMDes irkan sesuai

aturan

ma seperti, ian insentif

a dan meni

Ji kKaum perempuan me egiatan-kegiatan maje
PAREPARE

kegiatan Gema Ramadhan.

4.1.5.2.2.4 Pengadaan perpustakaan umum Desa Kurma.
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4.1.5.2.3 Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rakyat

4.15.2.3.1 Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Kurma melalui
kelompok-kelompok masyarakat guna meningkatkan pendapatan ekonominya, salah

satu contoh pembuatan Minyak Asli Mandar dan kegiatan lainnya sesuai dengan

kemampuan masyarakat itu sendiri
4.1.5.2.4 Birokrasi pe

4.1.5.2.4.1 Menyel n pemerintahan yang ari korupsi dan bentuk-

jara terlebih

4.15.2. ‘ asikan  tugas dan  fu ng struktur

4.15.2. pelayanan yang lebi kepentingan

desa dg ada semua | ga jalannya

4.1.5.2.5.1 Pengadaa 3 3 gi masyarakat Desa F a dan mengontrak

rumah tunggu bagi Desa Kurma di sekitar Rumah Sakit Umum Polewali.

4.1.5.2.5.2 Peningkatan dan pemberdayaan generasi muda dalam bidang olahraga
atau pada bidang-bidang lainnya sesuai kebutuhan sehingga nantinya diharapkan

mendapatkan prestasi yang dapat mengharumkan nama Desa Kurma.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



46

4.1.5.2.5.3 Mengedepankan musyawarah mufakat antar anggota masyarakat.

4.1.5.2.5.4 Bekerjasama dengan para tokoh-tokoh dari semua golongan yang ada di
Desa Kurma dalam membina kehidupan masyarakat yang lebih baik sepanjang tidak

bertentangan dengan pencasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta peraturan-

peraturan pemerintah lainnya.
Visi Misi Kepala Desa Kurm

Desa di Desa Kurma

ADD) adalah
gan perhitungan dari D ang diterima
setelah dikurangi deng sus (DAK).
Proses Perencanaan, laporan dan
ua proses ini dijalankan ol 2 didampingi

a i juga ikut

Merencanakan esa (ADD), terleb lu dilakukan

ran ADDP*IHI En)kn E’D yang &

erima setiap

Rumus yang dipergunakan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

[ADD = ADDM + ADDP ]

Keterangan :

ADD = Alokasi Dana Desa
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ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal
ADDP = Alokasi Dana Desa Profesional

ADD Minimal merupakan dana yang dialokasikan untuk ADD yang dibagi

secara merata kepada seluruh desa’ se-Kabupaten Polman. Sedangkan ADD

Proporsional ditentukan ber bot Desa yang ditentukan dan

dirumuskan oleh Tim F n dalam Keputusan Bupati.

dan indeks

calisasi PBB

pelaksanaan

satu alasan

encapaian tujuan. ncanaan merupaka konkretisasi

h yang thAeRuEﬁ AaRaEwa dileta alam strategi

strategis. Salah satu yang dapat dirgncanakan dalam hal tersebut adalah cara
mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.
Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kurma, telah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim

825ondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Menejerial Edisi Revisi, h. 35.
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pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Tim
pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri
dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris
desa selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara desa selaku Kepala
Urusan Keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan. melalui musrenbangdesa.
Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana
kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan
pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada
masyarakat, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga
masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrenbang desa
tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam
menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di desa. Sehingga rencana
kegiatan yang tertuang dalam. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang
dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruhs masyarakat
setempat.

Pada Proses Perencanaan-Alokasi Dana Desa=(ADD) diawali dengan rapat
perdusun yaitu MUSDUS (Musyawarah Dusun), untuk menyusun rencana Kegiatan
tersebut harus melibatkan partisipast. seluruh™komponen yang ada di Desa baik
lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah
tingkat Desa. Hal tersebut diterangkan oleh Kepala Kappung Paredeang Mu’ding

yang mengatakan:
“Kurang lebih 1 bulan sebelum MusrenbangDesa kami kepala dusun
mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat,
kemudian semua kadus rapat setelah itu kadus dan kepala Desa bersama
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perangkat Desa mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan yang
ingin dirintis di survei terlebih dahulu”.%®

Wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat yang ada di Dusun
Kurma, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Alokasi Dana Desa (ADD)
dan bagaimana cara Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat jika

ada kegiatan. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa:

“Saya tau kalau pemerintah Desa mendapat sumber pendapatan yang disebut
ADD, kalau untuk.pemberitahuan mengenai- kegiatan dikantor Desa seperti
Musrenbang kita«diundang dan undangannya langsung dibawah ke rumah dan
biasanya juga diumumkan di masjid setelah sholat duhur”.®

Sebelum melaksanakan MusrenbangDesa, Pemerintah Desa membuat format
RKP Desa yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Desa membuat
daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangDesa. Hal

ini disampaikan oleh Sekertaris Desa, Mardawati, S.Ip mengatakan bahwa:

*Pertama dimulai dari penggalian gagasan, kemudian musyawarah tingkat
dusun, kemudian musyawarah tingkat desa, kemudian musyawarah tingkat
kecamatan, kemudian dituangkan dalam bentuk RKP (Rencana Kerja
Pembangunan), tapi dengan ketentuan tidak boleh melakukan pembangunan
bilamana tidak tertuang dalam RPJM dan RKP>.%

Berikut hasil'wawancara peneliti kepada Kepala Desa Kurma yaitu Bapak Jais
S.Sos mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi

masyarakat desa dalam kegiatan‘'musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan ADD di utamakan transparansi dan semua mayarakat
sudah tau bahwa_Pemerintah _Desa mendapatkan Dana ADD dan masalah
tahapan perencanaan pengelolaan ADD diawali"dengan Musdus (Musyawarah
Dusun) kemudian dilanjukan dengan Musdes (Musyawarah Desa) dan saat
semua telah terkumpul maka tahapan selanjunya dibahaslan di Rapat
Musrenbang Desa .

®Mu’ding, Kepala Kappung Paredeang, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara oleh
penulis di Desa Kurma, 2 Juli 2018.

*Rusli, tokoh masyarakat, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara oleh penulis di
Desa Kurma, 28 Juni 2018.

®*Mardawati S.Ip, Sekretaris Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman wawancara oleh penulis
di Desa Kurma, 29 Juni 2018.

% Jais, S.Sos, Kepala Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara oleh
penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.
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Wawancara dialakukan dengan masyarakat Desa Kurma mengenai respon

masyarakat tentang ADD vyaitu Resky mengatakan bahwa :

“Pada saat MusrenbangDesa yang hadir itu cuman orang-orang tertentu saja
jadi kita ini masyarakat biasa tidak tahu kalau ada lagi cair Dana Desa”®

Salah satu Tokoh Masyarakat Rosma yang mengatakan bahwa :

akan dilaksanakan lebih cenderung

“Saat MusrenbangDesa
i kita tokoh masyarakat kesannya

pada program yang
hanya sebatas me

Desa yang
Dalam RPD
yang telah
sarkan hasil

gatakan:

us mengacu

ahan Desa,
Masyarakat

gka waktu 1

"Resky, masyarakat Kappung Manye-manye, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara
oleh penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

®Rosma, masyarakat Kappung Lamungan, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara
oleh penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

% Nurmiah, Kepala Urusan Keuangan Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar,
wawancara oleh penulis di Desa Kurma, 29 Juni 2018.
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“Hasil dari MusrenbangDesa harus dibuatkan RKPDesa yang merupakan
penjabaran dari RPJMDesa, RKPDesa itu rencana Kerja pembagunan Desa
yang jangka waktunya 1 tahun”.”

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan

proses perencanaan penggunaan ADD dalam skema berikut.

Gambar 2.1 Alur Perencaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Desa Kurma:
Pembentukan TIM Musrenbang
Rapat Perdusun pelaksanaan kegiataan :> Desa
ADD masyarakat

S == o2

Rapat Desa Evaluasi
Membuat daftar

kebutuhan masyarakat l I
D Penetapan

Survei RKPDesa
=> Format RKP

4

Penvusunan RPD

Hasil wawancara dan pengamatan secara langsung yang telah dilakukan,
bahwa perencanaan Penggunaan ADD ‘di Desa Kurma Kabupaten Polman sudah
dilakukan sesuai_dengan Pefaturan yang berlaku. Hal'tersebut dapat terlihat dengan
kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan
yang diatur dalam Peraturan Bupati Polman No. 3 tahun 2014 tentang pengelolaan

Keuangan Desa.

4.2.2 Pengorganisasian

"Mardawati S.Ip, Sekretaris Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman wawancara oleh penulis
di Desa Kurma, 29 Juni 2018.
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Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan
pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan,
menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang

diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap

individu yang akan melakukan aktivi ivitas tersebut.

Pengorganisasian _k Aliki arti penting bagi aparat

lolan

iatan Pengelolaan Alok a didasarkan

Des
Bup n No. 3 tahun 2014 ten gelol angan Desa
g pel kegiatan Dana ADD te :

4221 naan kegiata aan bersumb ADD dalam

a Teknis Pen

enuhnya dila n Keuangan

mengacu pac

luh persen)
untuk biaya
Pemerintah

Desa masing-masing desa.

4.2.2.3 Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat(2) digunakan untuk:

"'Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, h. 59.
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4.2.2.3.1 biaya operasional pemerintah desa; dan
4.2.2.3.2 biaya operasional BPD.

4.2.2.4 Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2)

digunakan untuk :

4.2.2.4.1 biaya perbaikan saran
4.2.2.4.2 penyertaan m
4.2.2.4.3 biaya untuk pengadaar
4224 an lingkung :

4224
4.2.24. dan pendidikan
4224
4224

4224, s i ia

oun terkait de laan Alokasi Desa di Desa

iat pacfBfRVE PARE

Kurma

/pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Pelaksanaa Kegiatan Desa

Mengajukan SPP ke Kepala
Desa yang terdiri dari Surat
Permintaan Pembayaran (SPP),
pernyataan pertanggungjawaban
belanja, lampiran bukti
transaksi
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Sekertaris Desa

Menerima SPP dari
kepala Desa dan
memverifikasinya

Dengan cara:

1. Meneliti kelengkapan permintaan
pembayaran yang diajukan oleh
pelaksana kegiatan.

2. Menguji kebenaran perhitungan
tagihan atas beban APBDes yang
tercantum dalam  permintaan
pembayaran.

3. Menguji ketersediaan dana untuk
kegiatan dimaksud.

4. Menolak pengajuan permintaan
pembayaran  oleh  pelaksana
kegiatan apabila tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkkan.

= .
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Kepala Desa Bendahara
Menerima SPP dan Menerima SPP
menyerahkan ke dan melakukan
Sekertaris Desa pembayaran

Menerima,
menyetujui dan
memberikan tugas
kepada Bendahara
untuk melakukan

pembayaran

Menyerahkan
kembali ke Kepala
Desa

V|

Program K ;5.:: 0 l'.ﬁb. ir; naDesa di D rma Tahun

Indikatif Program/Kegiatan Desa

I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sumber: Permendagri 133 tahun 2014, data diolah
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1. Tunjangan

2. Operasional Perkantoran

3. Operasional

uan Modal Terna

Sumber ) okasi Dana'Desa di Desa

i Dana Desa yang dite ' nakan untuk
nggaraan pemerintah

biaya penyelenggaraan Tunjangan,
mberdayaan

Kades.

Desa seperti renovasi Kantor Desa, pembetonan jalan di setiap kappung”73

"*Nurhaida, masyarakat Kappung Kurra, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara
penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.
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Pelaksanaan penggunaan ADD yang diaksanakan oleh Pemerintah Desa
Kurma mendapat kritikan dari salah satu masyarakat Kappung Bodang-bodang yaitu

Kotong yang mengakatakan bahwa:

“Pada saat MusrenbangDesa program yang dilaksanakan selalu sama setiap
tahunnya dan masih banyak yang lebih penting dari itu, kemudian terkait
dengan BUMDes kami berharap agar bukan hanya elekton Gempar tapi jika
dana Desa cair lagi agar.c Des seperti bantuan modal kepada
masyarakat seperti ban I

Wawancara jug a di Kappung Kurma yaitu

Sumartia yang

Desa tetapi
usaha-usaha
odal ternak,

n Laporan Realisasi Pe Tahap | dan

Tahap 2017 Pemerintah D tan  Mapilli

Kabupa r, penggunaan Alokas G esa Kurma,
terlihat : i engan  baik.
pada bidang

nggunaanya

ang dibiayai oleh

ADD mempunyai dua tahap pelaporan.’ Pertama, laporan semesteran, yaitu laporan

™ Kotong, masyarakat Kappung Bodang-bodang , Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar,
wawancara penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

">Sumartia, masyarakat Kappung Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara
penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.
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mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang
meliputi realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD. Kedua, laporan
tahunan, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD 1 (satu) tahun

anggaran berkenaan.

Penyampaian laporan seme aporan tahunan, disampaikan Kepala

Desa kepada Camat sela tan, kemudian Camat membuat
h Kepala Desa yang ada
patismmelaluigSKPD yang
pada Bupati

penyaluran

paian laporan penggu Desa (ADD),

utan dituntut untuk me 3 epat waktu.

n tersebut ti

tepat waktu ata lambat di aka Bupati
enunda penc j rangan dana
er dari AP i suai dengan

penelia pengendali Kabupaten im fasilitasi Kecamat

AREPA

g di bentuk

ran Bupati,
penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang dilakukan oleh
pemerintah Desa di Desa Kurma dalam melaksanakan pelaporan Alokasi Dana Desa

(ADD), pelaporan penggunaanya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



58

pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekertaris Desa Kurma,

Mardawati yang meyatakan bahwa:

“Tahapan pelaporan dikerja dulu baru dilaporkan sesuai yang direalisasikan
dilapangan baru diminta lagi untuk perealisasian untuk pembangunan tahap
kedua. Ada dua tahapan pelaporannya, pelaporan LPJ Dana Desa baik itu

APBD maupun ADD alhamd

terlambat maka dananya dise
dan dapat dilihat bahwa Da

illah tidak pernah terlambat karena jika

ahun dan disetiap tahapan tidak akan cair

No

Rp 1.680.(

Rp 1.200.000

a Tahun 2017

Desa Kurma disetiap tahunnya cair”.’®

a/Triwulan

Hartati, S.Pd Kaur
Kesejahteraan

Masyarakat

Rp 1.200.000

Rp 7.200.000

’® Mardawati, Sekertaris Desa Kurma, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara penulis

di Desa Kurma, 29 Juni 2018.
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7 | Mahsab Kaur Rp 1.200.000 Rp 7.200.000
Pemerintahan

8 | Nirwana Kaur Umum Rp 1.200.000 Rp 7.200.000

9 | Mu’ding Rp 7.200.000

10

11 Rp 1.200.

12

13 Kepala Rp 1.200.000 Rp 7.200.000
Kappung Kurra

14 | Syaharuddin Kepala Rp 1.200.000 Rp 7.200.000

Kappung
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Lamungan

JUMLAH Rp 100.440.000

Sumber : Penerimaan Tunjangan Aparat Desa Tahun 2017

Dari data dan hasil wawancara dan data diperoleh maka penulis
menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan dalam pengelolaan Aloksi Dana Desa
(ADD) oleh Pemerintah Desa Kurma telah sesual dengan Peraturan yang telah
ditetapkansdimanasDana Desarbaiksitu APBDymaupun-ADDdizDesarKurma setiap

tahunnya dicairkan.
4.2.4 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi =~ dengan pertanggungjawaban
APBDesa, sehingga untuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban
APBDesa. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara
formil maupun materiil, dan surat.pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh Desa

sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

Gambar 4.1 Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Kepala Desa Bupati/Walikota
Menyampaikan laporan Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan pelaksanaan
U~ U~
Terdiri dari pendapatan, Mengevaluasi dan

belanja dan pembiayaan mengarsip

Sumber: Permendagri 113 tahun 2014, data diolah
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Laporan Pertanggungjawaban Desa Kurma sudah baik, dimana mengatakan
bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh
Pemerintah Kabupaten. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kurma dijadikan
percontohan untuk semua desa di Kecamatan Mapilli. Hal ini seperti yang

disampaikan oleh Kepala Urusan Administrasi Yunita, yang mengemukakan bahwa:

“Desa Kurma .ini merupakan desa yang cukup. baik dalam penyusunan
Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu, LPJ Desa Kurma
telah dijadikan sebagai LPJ percontohan untuk seluruh desa yang ada di
Kecamatan Mapilli dimana telah diketui bahwa Desa Kurma telah diakui
sebagai Desa yang baik dalam adminstrasinya yang ditandai dengan
mendapatkan Juara pertama dalam lomba Administrasi tingkat kecamatan
pada tahun 2016”."

Wawancara dilakukan dengan salah satu masyarakat Desa Kurma mengenai
pertanggungjawaban Dana Desa yaitu masyarakat Kappung 'Paredeang Hasan

mengatakan bahwa :

*Masalah Dana Desa baik itu APBD atau ADD Pemerintah Desa sudah
transparan mengenai berapa jumlah dan perealisasian dana tersebut dapat
dilihat dari baliho yang terpasang disdepan kantor Desa di baliho tersebut
dirincikan  sekian | jumlah anggaran proram-program  yang akan
dilaksanakan™™®

Pembuatan Pelaporan “Pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah:- Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan
dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa

kepada ‘masyarakat realitas yang terjadi di Desa Kurma bahwa kegiatan laporan

""Yunita, Kepala Urusan Administrasi, Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar. Wawancara
penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.

"8 Hasan, masyarakat Kappung Paredeang , Kec. Mapilli Kab. Polman, Sulbar, wawancara
penulis di Desa Kurma, 02 Juli 2018.



62

pertanggungjawaban direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat

dengan ketepatan pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan.

4.3 Mekanisme Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Kurma Kabupaten

Polman Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Pada Penelitian ini pe a penggunaan Alokasi Dana Desa
Des (Badan Usaha Milik

pada Tahun 2017.

tah Desa, dan 70% (T untuk biaya

setelah dikurangi biay Pemerintah

a Desa melalui BUMDes “Mu arya Kurma jika
ewaan elekto seharusnya.

nd unsur riba.

“Gempar” yang digunakan sebagai usaha yang dapat disewakan jelas bentuk, objek,
keberadaan, kualitas dan ukuran barangnya. Dalam hal ini sesuai dengan hukum
ekonomi syari’ah karena kejelasan objek dalam transaksi barang dan kejelasan

keberadaan barang yang disewakan.
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4.3.3 Maisir

Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras
atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Semua usaha-usaha dilakukan dengan kerja

keras dan pengelolaan usaha yang baik. Dalam hal ini sesuai dengan hukum ekonomi

syari’ah karena usaha yang dijal ngandung unsur judi, spekulasi yang

tinggi, taruhan atau permai
4.3.4 Haram

n ekonomi.
Penggu tu BUMDes

“Muda

" digunakan

PAREPARE
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BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah

dikemukakan pada bab sebelumnya. ka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan

saran. Kesimpulan merupakan_j dan tepat dari hasil penelitian dan

pembahasan, sedangk si atau masukan terhadap

kesimpulan yang tid

ka penulis

gelolaan ADD meliput Drganisasian,
waban. Pertama, Prose junaan ADD
ten Polman sudah dilakukan s aturan yang

uaian antara

Jan penyusunan r n yang diatur dala
ahun 2014 tentang Keuangan Desa. pada proses
selalu sama
setiap - ADD lebih
cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga
pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir
kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu

saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa

64
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(ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat
bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah
daerah melalui APBD. Kedua, proses pengorganisasian Penggunaan ADD pada

bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan

Desa telah dirincikan dengan bai 3Si penggunaanya telah sesuai dengan

Peraturan yang ada. Ketig n_pengelolaan Aloksi Dana Desa

(ADD) oleh Pemeri Kurma telah gan Peraturan yang telah

ditetapkan dimana dana des ik i I DD di Desa Kurma setiap

Hal in : atan  laporan

lakukan.

Dana Desa dibidang arakat yang

ui saha Milik Desa (B “M rya” dalam

omi Islam yang terdiri dari Riba, Gharar, Haram, dan

laannya telahrZIﬂonoml Islam

melakuk Kelﬁ E ﬁsxﬁﬁecamatan

i Kabupaten
ektif Hukum

Seharusnya dalam tahap pengelolaan ADD lebih mengutamakan transparansi
sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Dana tersebut.
Kemudian pengelolaan BUMDes lebih ditingkatkan kinerja para pengurus dan juga

mengupayakan usaha-usaha lain juga seperti Bantuan modal untuk masyarakat,
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pengeloaan lahan perkebunan yang dimanfaatkan oleh PKK, pelayanan jasa,
pengelolaan pasar Desa, dan lain-lain sesuai dengan program-program BUMDes.
Dengan demikian hal itu berdampak bertambahnya penghasilan Desa yang nantinya

dimanfaatkan dalam pembangunan Desa yang bertujuan untuk kepentingan

masyarakat. Selain itu program vy anakan agar diperbaharui yang sesuai

dengan kepentingan masya

13l

PAREPARE
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dukungan seperfunya.
Terima kasth,
" Mei 2018
A.n Rektor
Pit Walal Rektor Bidang Akademik dan
e Pengmbangen Lembaga (APL)
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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.Il.lbnmmd NO. 11 Pekkabata Polewal, Kode Pos 91315

Dasar 1 Parsturan Menter Dsdam Neger Indonesa Nomor 7 Tahun 2014 atas Perubahan
Peraturan Menten Dalam Republk Indonesia Nomor 64 Tahun 2011
mmm zin Peneltian

»

Paraturan Oserah Kabupaten Polewali Mamasa Nomar 2 Tahun 2016 Tentang
Perubahan stas Peraturan Dasrah Nomor § Tahun 2009 Tentang Organisasi dan
Tata Kena inspektorat Bappeda den Lembaga Tekns Daerah Kabupsten Polewal
Mandar

-

Mamparhatikan
& Sural Permohonan Sdr (i) FAUSYAM ANWAR
b Surat Rekomendas! dan Badan Kesatuan Bangsa den
Namor - B-377/BakesbangpoVB 1410, TAV2018 Tgl, wuxm

Nama : FAUSYAH ANWAR

Asal Parguruan Tinggl ©  INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER! PAREPARE
Fakuttas 2 SYARIAH DAN EXONOMI ISLAM

Jurusan :

Alamat

Kecamatan Mapél
terhitung tanggal 17 Mes 80 17 Juli 2018 Judu!l ‘PENGELOLAAN PROGRAM
ALOKAS! DANA DESA PERSPEKTIF
Kurma Kabupaten Polman) .

Adapun Rexomencas! i dbual dengan kelentuan seboges befkut

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegetan, harus melapockan din kepsds
Pamenntah setempat

Penedfian Hidak menyimpang dan n yang dibenkan,

Mentaatt samua Peraturan  Porundang-undangan  yang  berlaku  dan
mangindahikan adat istiadat selempat,
umy-mn-u;mmuurmmmm
Mandar Up Kepala Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Py,

5 Surat ton skan dicabut dan dnyatakan tidak berlaky apabis temysts Pemegang
Surat Lnn hdgk mentsab ketentuan-kelentuan lersebut di atas

Demikian Lrn Penedtian ni disiuarkan unhsk dporpunasan sedagamana mestnya

N -

Dutetapean o Polowad Mandar
Pada Tenggal. 17 Mei 2018

195806111 H8E01T 1 001

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



KECAMATAN MAPILLI

DESA KURMA
Alamat : J1 Pares Sile-Sila Dexs Korma

' PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor : 422035/ VIIDK/2018

Yang bertanda-tungan dibawah ini-

Nama : Jais, §.S0s

Jabatan : Kepalo Dess Kurma

Menerngkan bahwa:

Nama : Fausysh Anwar

Nim : 14.2200.005

Asal Perguruan Tinggi “Institut Agama tslam Negeri Parepare
Fakultas - Syaniah dan Ekooomi Isiam

Prodi : Hukum Ekonomi Syarioh

Adalah benar-benar melaksanakan penclitian untuk S-1 di Kantor Desa Kurma pads
bulan Mei 2018, dengan judul “Pengelolasn program Alokasi Dans Dess
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)™.
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapst dipergunakan semestinya.

Kurma,06 Juli 2018
Kepala Desa Ko
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusls

Tempat Tanggal Lahir :Paredeang, B1-12 -1819
Jenis Kelamin law <low

Agama < Wlom

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Mogyorokot
Alamat : Paredeang

No. Hp : 08525641271 F

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari
FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penclitisn berksitan dengan
“Pengelolaan Program Alokasi Dana Dess Perspektif Hokum Ekonomi Islam
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibust untuk digunukan semestinya.

Kurma, Bluni 2018
Yang bersangkutan

T TR DT PP
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Nurmich
Tempat Tanggal Lahir : Paredeang , 3)- 12 -1969
Jenis Kelamin : Perempuon
Agama alom
Pekerjaan/Jabatan Kepala Uruian Kevangon Paa burra
Alamat :Kurma
No. Hp - 082\8F 602652

Menerangkan bahwa telah mcmbcnkm keterungun wawancura kepada saudari
FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penelitian berkaitan dengan

“Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma, 29 Juni 2018
Yang bersangkutan

............................
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Mardawat, S.1p
Tempat Tanggal Lahir : Kurma , 04-03-1981
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama 18lom:
Pekerjaan/Jabatan :Sckertans Desa kurmao
Alamat : Bodong - bedang

No. Hp - 09524069705

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancars kepada saudari
FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penelition berkaitan dengan
“Pengelolaan Program Alokasi Dana Desa Perspektifl Huokum Ekonomi Islam
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)™.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma,29Juni 2018
Yang bersangkutan

My

.........................
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Namu : Jais, S.Ses

Tempat Tanggal Lahir : Paredeang, 02 <04 1871
Jenis Kelamin :Laki -Laki

Agama Salom

PekerjaanJabatan :Kegoto Pefio kurma
Alamat Muema

No. Hp : 082 246586 499

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari
FAUSYAH ANWAR yang sedang malkukan penelitian berkaitan dengan
“Pengelolsan Program Alokasi Dana Desa Perspektif Hukum Ekonomi Islam
(Studi di Desa Kurma Kabupaten Polman)”,

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Kurma, odJuli 2018
Yang bersangkutan

......................
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LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MAND

TAHAP | TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA KURMA

PAREPARE

PAREPARE

URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA % TENA DURASI UPAH KE
NO URAIAN PENGAD CAP GA T
OUTPUT OUTPUT AAN (RP) (RP) (RP) | AIAN [|[_LKERJA (Hari) (RP)
ouT rang)
POT

1 2 3 6 7 8=6-7 9 10 11 12 13
1 PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer
1.2.1 Dana Desa Rp 825.672.000 | Rp 0O 100%

-TAHAP PERTAMA Rp 495.403200 Rp 0 60%

-TAHAP KEDUA Rp 330.268.800 | Rp 0 40%

JUMLAH

PENDAPATA
2 BELANJA E
21 BidangPenyele

an Pemerintaha
2.1.1 Kegiatan
212 Dst.
2.2 Bidang Pemba

Desa
221 Pemb. Rabat Swakelola Rp 0 100% 12 15 Hari Rp12.120.000

Dusun Paredeang _ Orang
222 Pemb. Rabat Pembangu Rp 0 100% 12 45 Hari Rp38.440.000

Dusun Paredeang nan Jalan rang
223 Pemb. Rabat Pembangu Rp 0 100% Orang 10 Hari Rp 6.430.000

L




RE

Kegiatan.......

PAREPARE

Dusun Paredeang nan Jalan
224 Pemb. Rabat Pembangu | Seg. 1 Swakelola | Rp 258.974.000 | Rp 32.498.000 Rp 12 % 23 35 Hari Rp
Dusun Bodang-bodang nanJalan | (21x5x0,15)M 226.4 rang 60.270.000
Seg. 2 76.00
(155x4,5x0,15)M 0
Seg. 3 (13)M
225 Pengerasan Jalan Pembangu 170x4x0,20M Swakelola | Rp 43.450.000 Rp 0 Rp 0% 4 Orang 17 Hari Rp 4.760.000
nan Jalan 43.45
0.000
2.2.6 Jalan
2.2 Pemb. Jamban Sehat | Sanitasi 121 Unit Rp 181.500.000 | Rp 159.000.000 Rp 92% 12 41 Hari Rp Sisa
(WC) Lingkung 22.50 rang 48.400.000 5
an 0.000 unit
2.2 Pengadaan/Foto copy Pengadaa p 1.356.000 Rp 356.000 Rp 12% Orang | 12 Bulan | Rp 1.356.000
n Laporan 1.000.
000
2.2 Operasional TPK Swakelola Rp 4.000.000 Rp 22% Orang | 12 Bulan Rp
14.00 18.000.000
0.000
23 Bidang Pember
Masyarakat
231 Fasilitas Elekton 20 Orang Swakelola Rp 50% 20 12 Bulan Rp
18.00 rang 36.000.000
0.000 |
2.4
24.1 | Kegiatan.......
242 | Dst. )
2.5 Bidang Tak Te
L




RE

Dst.
JUMLAH BELANJA Rp 825.672.000 | Rp 495.403.200 Rp
3300.
268.8
000
3 PEMBIAYAAN
3.1 Pengeluaran
Pembiayaan
3.1.2 Penyertaan Modal Desa
-Modal Awal
-Pengembangan Usaha
JUMLAH
PEMBIAYAN
JUMLAH
(PENDAPATA Rp
BELANJA- 3300.
PEMBIAYAA 268.8
000

PAREPARE
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LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA

KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MAND

PEMERINTAH DESA KURMA

TAHAP 11 TAHUN ANGGARAN 2017

BAREPARE

URAIAN VOLUME
NO URAIAN
OUTPUT OUTPUT
1 2 3
1 PENDAPATAN
1.2 Pendapatan Transfer
121 Dana Desa
-TAHAP PERTAM
-TAHAP KED
JUMLAH
PENDAPATA
2 BELANJA
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
224 Pemb. Rabat Pembangu

Dusun Bodang-b

nan Jalan

PAREPARE

CARA ANGGARAN REALISASI SISA % AGA | DURASI UPAH KE
PENGAD CA RJA T
AAN (RP) (RP) (RP) | PAI I.ﬁrang) (Hari) (RP)
AN
ou
TP
oT I-
6 7 8=67 | 9 |™10 1 12 13
Rp 825.672.000 | Rp 0 100 Z
%
T
p.495.403200 | Rp 0 60%
RpO_ | 40% |L 1
E
%
=]
O
[ N |
Rp 0 88% Orang 35 Hari Rp60.270.000
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(155x4,5%0,15) M

AREPARE

Seg.3 (13)M
225 Pengerasan Jalan Pembangu | 170x4x0,20 M Swakelola | Rp 43.450.000 Rp 43.450.000 | RpO 100 rang 17 Hari Rp4.760.000
nan Jalan %
2.2.6 Rehabilitas Plat Duicker | Pembangu | 1 Unit Swakelola Rp 4.801.000 Rp 4.801.000 Rp 0 100 mOrang 4 Hari Rp1.120.000
nan Jalan % |
2.2. Pemb. Jamban Sehat | Sanitasi | 121 Unit Swakelola | Rp 22.500.000 Rp 22.500.000 | RpO0 8% I.‘uOrang 41 Hari Rp48.400.000
(WC) Lingkung
an h
2.2. Pengadaan/Foto copy Pengadaa | 1 Paket Rp 1.356.000 Rp 1.000.000 Rp 0O 88% !brang 12 Bulan Rp 1.356.000
n Laporan I-
2.2. Operasional TPK Honor Rp 18.000.000 Rp 14.000.000 | Rp O 78% ﬁ)rang 12 Nulan | Rp18.000.000
TPK m
2.3 Bidang Pemberdayaan Z
Masyarakat -
Fasilitas Elekton Rp 0 50% | 20 Orang | 12 Bulan | Rp36.000.000
24 Bidang Pe H
Masyarakat E
24.1 Kegiatan.......
24.1 Dst. ¢
- |
JUMLAH BEL Rp 0 m
(=
3 PEMBIAYAA 1
3.1 Pengeluaran e
Pembiayaan O
3.1.2 Penyertaan Modk e
-Modal Awal
-Pengembangan
JUMLAH

PAREPARE
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PEMBIAYAAN

JUMLAH
(PENDAPATAN-
BELANJA-
PEMBIAYAAN)

Rp 330.268.000

Rp 330.268.000

Rp 0

13l

PAREPARE
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pelaksanaan
sunan Rencana Desa Kurma
n 2018, maka entuk  Tim
sunan Rencana Desa Tahun

ada huruf a
ngan Surat

a sehubungan de
maka perlu di

004 tentang

Nasional
Tahun 2004
Negara

CIBH& r4421
004 tentang
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran gara Republik Indonesia Nomor

na telah diubah beberapakali

un 2014 tentang
aran Negara Republik
Tambahan
sia  Nomor

hun 2005

Polewali
asa menjadi Mandar
baran Negara Rep ahun 2005

or 160):
aturan Pemerinta
ang Peraturan P aan ang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 ng (Lembaran
Ne ubli sia Tahun Nomor 123,
Ta Negara Re Indonesia
No bah dengan
Per ahun 2015
tenta Pemerintah

Peraturan
ahun 2014
k Indonesia
Lembaran

Peraturan merlntah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
, sebagaimana telah siubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
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Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
111 Tahun . 2014 tentang Pedoman Teknis
i Desa (Berita Negara Republik
014 Nomor 2091);

Dalam  Negeri  Nomor
tentang Pengelolaan
Negara Republik

ri Nomor
Pedoman

Republik
aturan Menteri bangunan
rah Tertinggal, d Republik
nesia Nomor 1 Ta g Pedoman

enangan Berdasar Usul dan
enangan Lokal Be : ita Negara
epublik Indonesia Tahu
4. Pe M i bangunan
Nomor 2
Tertib dan
[usyawarah
esia Tahun

12 tentang
ng Daerah
2005-2025
Mandar

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019(
Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2014 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor
14);
18. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa) Desa Kurma Tahun 2016 (Lembaran
6 Nomor 02);
mor 01 Tahun 2017 tentang
tan Belanja Desa Tahun
esa Tahun 2017 Nomor

19.

KESAT : yusun Rencana K i Desa Tahun
dengan susunan : i
m dalam lampiran
san Kepala Desa ini
KEDUA : yusun sebagaima am Diktum
ATU mempunyai tugas se i

atif penyelarasan

KETIGA : . 3 dengan
ini

dan Belanja

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Ditetapkan di Desa Kurma
pada tanggal 28 September 2017

KEPALA DESA KURMA

JAIS,S.Sos

Salinan Keputusan ini di
1.

PAREPARE
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DOKUMENTASI KANTOR DESA KURMA




DOKUMENTASI KEGIATAN & WAWANCARA




DOKUMENTASI KEGIATAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES)

o TSI Y j
.'. ‘—"b.f-‘.lhi"‘,: RENE AN

( MUSRENBANG - Dos)
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RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fausyah Anwar, lahir di Desa Lampa, Kabupaten

Polman, Sulawesi Barat, pada tanggal 25 Desember 1995.
Merupakan anak Pertama dari 4 bersaudara. Anak dari
ar Natsir dan Nirwana Harusi. Penulis

dan beragama Islam. Penulis

s dari SDN

051 Inp S i melanjutkan

gan jurusan llmu Peng . Setelah itu

pada ta an kuliah di STAIN dian beralih

re. Dengan mengambi an Ekonomi

Islam, F Stu ukum Ekonomi Syariah (Mua h). P hir semester

VIII ta si yang berj Pengelolaan

omi Islam (S Desa Kurma

" PAREPARE
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